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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pernbentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi 
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ·,(-- 
4389); 

l. Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok 
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Tugas dan Fungsi Oinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Bornbana . 

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bombana 
Nomor 14 Tahun 2012 tentang pembentukan dan susunan 
Organisasi serta cata kerja unit pelaksana teknis Dinas 
\ UPTD ) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Bombana perlu 
ditindaklanjuti dengan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 
Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD ) pada Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BOMBANA, 

TENT ANG 
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PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PENJA9ARAN 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN( 
DAERAH KABUPATEN BOMBANA 

MEMUTUSKAN 

4. Undang-Undang Nomor 33 "Rhun 2004 Tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Ar.tara Pernerintah, 
Pemerin tah Daerah Provinsi dan Pemerin tah Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

8. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 53 
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Dae rah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bornbana Nomor 6 Tahun 
2008 ten tang Pembagian Urusan Pc.merintahan yang menjadi 
kewenangan Kabupaten Bombana; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 
2012 ten tang Peru bah an Ketiga a tas Peraturan Dae rah 
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana. 

12. Peraturan Bupati Bombana Nomor 14 tahun 2012 tentang 
Pembentukkan dan Susunan Organisasi serta rasa kerja 
Unit Pe laksan Teknis Dinas ( UPTD) pada Dinas Pendapatan 
DaeraH Kabupaten Bombana. 

Menetapkan 



Unit Pelaksana Tcknis Dinas ( UPTD J melaksanakan sebagian 
cugas kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan yang 
menunjang kemampuan teknis dan operasional dan bidang 
pengelolaan/mekanisme PBB - P2 dalarn daerah sesuai ketetapan ( 
perundang-undangan. 

Pasal 2 

BAB II 

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI • 

adalah jabatan fungsional di 
Pendapatan Daerah Kabupaten 

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana. 
2. Pemerintah Daerah adaJah Pemerintah Kabupaten 

Bombana 
3. Bupati adaJah Bupati Bombana. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Bombana .. 
5. Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bombana 
6. Sekretaris adaJah Sekretaris pada Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bombana. 
7. Unit Pelaksana Tcknis Dinas (UPT')) adalah Unsur 

Pelaksana Operasional Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Bombana di lapangan. 

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( UPTD PBB - P2 ) 
adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pajak Bumi 
dan Bangunan Pcrdesaan dan Perkotaan ( UPTD PBB - 
P2 ) pada Oinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Bornbana. 

9. .Jabatan FungsionaJ 
lingkungan Dinas 
Bombana); 

Pasal 1 

DaJam peraturan ini, yang dimaksud dengan : 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 



Dalarn rr.elaksanakan tugas scbagaimana di maksud pasal 3, 
U PTO menyelenggarakan f ungsi : 

a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan 
anggaran dibidang Pengelolaan pendapatan pajak bumi 
dan bangunan pedesaan dan perkotaan sesuai 
ketentuan peraturar. perundang - undangan yang telah 
ditetapkan 

b. Melaksanakan kegiatan administrasi Per.gelolaan 
pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 
perkotaan ( PBB- P2 ) 

c. Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi 
PBB- P2 

d. Melaksanakan pengadaan / penyediaan, pengaturan, 
penyirnpanan dan distribusi peralatan serta barang 
kebutuhan UPTD PBB - P2 

e. Melaksanakan Pendataan dan Pemutahiran Data PBB - 
P2 

f. Melakukan Pengolahan data dan Informasi Objek Pajak 
Bumi dan Bangunan ( PBB- P2 ) 

g. Melakukan Kegiatan penagihan dan Ferifikasi realisasi 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan 
perkotaan ~ PBB- P2 ) dan Ferifikasi tunggakan Pajak 
Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan ( PBB-P2) 

h. Melakukan Pelayanan, masalah, pengendalian dan 
keberatan terhadap wajib Pajak Bumi dan Bangunan 
perdesaan dan perkotaan ( PBB- P2 ) 

1. Melakukan Pengelolaan, pengawasan pengendalian 
penggunaan ,' pemakaian peralatan dan kendaraan yang 
berada dalarn penguasaan UPTD PSB - P2 

J. M elaku kan koordinasi dengan instansi dan Bidang f 
teknis terkait PBB - P2. 

• 

Pasal 4 

UPTD mempunyai Tugas menyelenggarakan Pengelolaan 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
( PBB -P2) 

Pasal 3 



a. Kepala Unit pelaksana teknis Daerah ( UPTD ) 
b. Kasubag Tata Usaha JJPTD 
c. Kelompok Jabatan Fungsional: 

1. .Jabatan Funsi Pendataan dan Penilaian 
2. .Jabatan Fungsi Pengeiolaan Data dan Informasi 
3 .. Jabatan Fungsi Penetapan NJOP 
4 .. Jabatan Fungsi Penagihan dan Penerimaan 

pembayaran 
5. .Jabatan Fungsi Pelayanan, pengawasan dan 

Pengenda lian Masalah PBS- P2 
2. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dibawah 

dan bertanggung jawab kepada dinas melalui sekertaris 
dinas pendapatan daerah 

3. Kasubag tata usaha sebagairnana dirnaksud ayat ( 1 ) 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Ka. UP1'0 

4. Kelompok Jabatan Fungsional mernpunyai tugas 
melaksanakan sebagai tugas pemerintah Daerah dalam 
bidang pendapatan daerah sesuai dengan keahlian dan 
kebutuhan berdasarkan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

5. Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah 
tenaga Iungsicnal yang diatur dan ditetapkan 
berdasarkan peraturan perundang - undangan yang 
berlaku. 

6. Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang 
tenaga Fungsional senior yang ditunjuk, yang berada di 
bawah clan bertanggung .Jabatan kepada Kepala Dinas. 

7. Jumlah tenaga Iungsional ditentukan sesuai dengan 
kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan 
peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

8. Jen is dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan..f 
peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

1. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas 
UPTD Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan 
perkotaan ( PBS- P2 ) terdiri dari : 

Pasal 5 

Bagian Pertama 
Susunan Organ.isasi 

ORGANISASI 

BAB Ill 



(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga 
Fungsional senior yang ditunjuk, yang oerada di bawah dan ./ 
bertanggung jawab kepada Kepala Dirius. 

(3) Kelompok .Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga 
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam 
bidang pendapatan daerah sesuai dengan keahlian dan 
kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(1) Dinas Pendapatan Daerah melalui UPTD dapat membentuk 
Kelompok .Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 8 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Bagian Ketiga 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 
6, Sub Bagian Tata Usaha PBB-P2 menyelenggarakan tugas 
penjabaran dari fungsi sekretariat dinas yang meliputi sbb: 
1) Pelaksanaan adrninistrasi Kepegawaian, ketatausahaan, 

kearsipan, rurnah tangga, protokol dan urusan perlengkapan 
dan keuangan. 

2) Penyusunan program, perencanaan, penyusunan laporan, 
evaJuasi, pengawasan dan pelaksanaan administrasi keuangan 

3) Pelaksanaan Inventarisasi alat perlengkapan kantor/alat tulis 
kantor. 

Pasal 7 

Pasal 6 

Sub bagian tata usaha mernpunyai tugas melaksanakan 
penyusunan program, pelayanan adminislrasi ketatausahaan, 
kepegawaian, kerumahtanggaan dan keuangan 

Bagian Kedua 
Sub Ba.gian Tata Usaha 



(5) Dalam menyampaikan laporan masing-rnasing pada atasan, 
tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan 
organisasi yang lain secara fungsional mempunyai h ubungan f 
kerja. 

(4l Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan 
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk oada bawahannya. 

(3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 
bertanggung jawab kepada atasan masing-rnasing dan 
menyiapkan laporan berkala pada waktunya. 

(2) Setiap pirnpinan bertanggung jawab merrumpin dan 
mernberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas bawahannya. 

(1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masmg - 
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan peraturan 
perundang - undangan yang berlaku. 

Paw 10 

Oalam melaksanakan tugas Kepala UPT-PBB-P2 sub Bagian 
tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan 
UPTD wajib mene.tapkan pri.nsip koordinasi, integrasi dan 
singkronisasi baik di lingkungan Dinas rna.rpun di luar Oinas 
sesuai dengan tugas masing-masing 

Pasal 9 

TATAKERJA 

BAB IV 

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsionaJ diatur berdasarkan 
peraturan perunctang-undangan yang berlaku. 

(5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai dengan 
kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 



Pasal 13 
(1) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas 

dalam lingkungan unit pelaksana teknis Daerah dibebankan 
kepada Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten 
Bombana. 

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), unit pelaksana teknis Daerah dapat diberikan 
bantuan pembayaran berdasarkan peraturan perundang- ~ 
undangan yang berlaku 

BABVI 

PEMBIAYAAN 

(1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Tata Usaha diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

(2} ?ejabat F'ungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh 
Bupati sesuai dengan keahlian dart keterampilan tertentu 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 12 

BABV 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing 
masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah 
dapat mend.elegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada 
pejabat bawahannya berdasarkan ketentuan dan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 11 

(6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan 
organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi 
bawahannya dan dalarn rangka pernberiar- bimbingan kepada 
bawahannya masing - masing, wajib mengadakan rapat 
berkala . 

.. .. 



SERITA DAERAH KABUPATEN BOME;ANA TAHUN 201y 
NOMOR..~ ... 

H.RUSTAM SUPENDY 

Diundangkan di Rumbia, t 
Pada Tanggal ..... .I.~ .... ~'?:t:. ~!: ... -?:~.1y. 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOMBANA 

H.T 

Ditetapkan di Rumbia, 
Padatanggal .. .l.~ .. ~J~~. . .;P.1~ 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini derigan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Bombana. 

BAB VIII 
PENUTUP 

Pasal 15 

BAB VII 

KE1'ENTUAN LAIN - LAIN 

Pasal 14 

.Jenjang Jabatan dan Kepangkatan diatur berdasarkan kctentuan 
perundang- undangan yang berlaku. 


